TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT POLIGAMI DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ISTRI

JUDICIAL REVIEW OF THE TERMS OF POLYGAMY IN THE BBRCTIVE
OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE WIFE

SKRIPSI

Oleh :

MIFTAHUL ARIFIN
NIM : 090710101151

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT POLIGAMI DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ISTRI

JUDICIAL REVIEW OF THE TERMS OF POLYGAMY IN THE BEBRCTIVE
OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE WIFE

Oleh :

MIETAHUL ARIEIN
NIM : 090710101151

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2015


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermantaagi orang lain”?!

! H.R. Qudhy dari Jabir


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do’a, curahan kasih ggyseyala perhatian dan
dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;

2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yargakggakan ;

3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar saRgrguruan Tinggi
yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yand tel@mberikan dan
mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat tanguna serta

membimbing dengan penuh kesabaran.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT POLIGAMI DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ISTRI

JUDICIAL REVIEW OF THE TERMS OF POLYGAMY IN THE BBRCTIVE
OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE WIFE

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mempe¢adddr Sarjana Hukum pada
program Studi lImu Hukum Fakultas Hukum Universilasnber

Oleh :

MIETAHUL ARIEIN
NIM : 090710101151

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19-08-2015

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Dosen Pembimbing Anggota,

Yy

IKARINI DANI WIDIYANTIL S.H.. M.H.

NIP. 197306271997022001

Vi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT POLIGAMI DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ISTRI

Oleh :

MIFTAHUL ARIFIN
NIM : 090710101151

Dosen Pembimbing Utama, Dosen Pembimbing Anggota,
L,/ . S
\\\ -
.. S5
SUGIJONO, S.H., M.H. IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001 NIP. 197306271997022001
Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

A
NIP, M%\t\w%s 1003

Vil


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal @19
Bulan : Agustus
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua, Sekretaris,

~—ime

I Wavan Yasa, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. Sugijono, S.H., M.H. T . ANE—
NIP: 195208111984031001

2. Ikarini Dani Widivanti, S.H., M.H. N (O
NIP: 197306271997022001

Vil


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

NIP: 197306271997022001
PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Arifin

NIM : 090710101151

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : Tinjauan
Yuridis Terhadap Syarat Poligami Dalam Perspektif Perlindungan
Terhadap Hak Istri adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan
sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya
jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai
dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan
paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila

ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19-08-2015
Yang menyatakan,

ERAI
APEL

TAHUL ARIFIN
NIM : 090710101151

1X


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepatian Yang Maha

Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahnajuke serta Hidayah yang

telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelasaskripsi dengan judul :

Tinjauan Yuriidis terhadap Syarat Poligami Dalam Perspektif Perlindungan

terhadap Hak Istri . Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagaiat

untuk menyelesaikan Program Studi lImu Hukum serémcapai gelar Sarjana

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kgphdk-pihak yang

telah banyak membantu dan memberikan dukungan dadamalisan skripsi ini,

antara lain :

1.
2.

Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku pembimbing sirip
Ibu Ika Rini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai mpbantu pembimbing
skripsi

3. | Wayan Yasa S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Pearskujpsi ;
4. Emi Zulaika S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panittauji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjalizekan Fakultas

Hukum Universitas Jember ;

Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachnsad S.H., M.H,
selaku Pembantu Dekan Il dan IIl Fakultas Hukumvidrsitas Jember ;
Bapak dan lbu dosen, civitas akademika, serta (geluaryawan Fakultas
Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan paingan yang diberikan ;
Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dabakeatas doa dan
dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;

Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkaitaim 2010, yang tak
bisa aku sebutkan satu persatu yang telah membhattileungan dan bantuan

baik moril dan spirituil ;

10.Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat dismisatu-persatu yang

telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skrips


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis bempadan membuka
ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saransdanua pihak. Akhirnya penulis
mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimalat@apenambah khasanah

referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 19-08201
Penulis,

MIETAHUL ARIFIN
090101151

Xi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

RINGKASAN

Perkawinan merupakan titik awal dari kehidupan elerkrga. Perkawinan
sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab migalga perkawinan yang
sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuandiegacara terhormat, sesuai
dengan kedudukan manusia sebagai mahkluk Allah ypafing mulia.
Perkawinan dapat dilaksanakan melalui ketentuanmagalan peraturan
perundang-undangan.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adanya wat&a bertujuan
untuk terbinanya keluarga yang sejahtera dan battedgam hidup. Dalam Pasal 1
Undang-undang Perkawinan menjelaskan perkawinarupakan ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan wanita sebaganisiséri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia k@l berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Poligami juga diatur dalaneng-undang nomor 1
tahun 1974

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1plamajarat-syarat
poligami yang terdapat di dalam Undang-undang notdahun 1974 telah
memberikan perlindungan terhadap hak istri? Danaffgkah akibat hukumnya
apabila perkawinan poligami tidak mendapatkan dari istri? Tujuan umum
penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-sydeat tugas guna mencapai
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universkasiber, menambah
wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khyaubokum lingkup
hukum perdata. Tujuan khusus dalam penulisan unerhgetahui dan memahami
mengenai: (1) perlindungan hak istri dalam poligatan (2) mengetahui dan
memahami akibat hukum perkawinan poligami yangktii@ndapat izin dari istri
pertamanya.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini mamgkan tipe penelitian
yuridis normatif, artinya permasalahan yang diahgkibahas dan diuraikan
dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkaidah-kaidah atau norma-
norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah mewdg@n pendekatan
undang-undang dengan bahan hukum yang terdiri lelltan hukum primer,
sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan panelitalam skripsi ini
menggunakan analisis normatif deskriptif. Guna mknkesimpulan dari hasil
penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metadgisa bahan hukum
deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulahwa, Syarat-syarat
poligami dalam Undang-undang nomor 1 tahun 197#atenPerkawinan telah
memberikan perlindungan terhadap hak istri. Suaamgyingin berpoligami
wajib memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) Undamtpog Perkawinan yaitu: a).
Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; Persefu) ini dapat berupa pernyataan
hitam diatas putih atau tertulis. Dalam pasal 4@afdean Pemerintah No. 9
Tahun 1975 memberikan penjelasan bahwa seorangi syang bermaksud
untuk mengambil istri baru atau berpoligami, makaaglbkan memohon ijin
tertulis dari pengadilarPengadilan akan meneliti terkait alasan pemohomiyak
sang suami untuk melakukan poligami telah sesuagale ketentuan Undang-
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undang Perkawinan dan untuk memastikan bahwa szgigelah melakukan
izin poligami secara lisan maka istri atau parai isiarus mengulang ijin
didepan pengadilan. Terkaifersetujuan atau ijin secara lisan dari sang istri
diperjelas dalam Pasdll huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
yang berbunyi: Ada atau tidaknya persetujuan dri, ibaik persetujuan lisan
maupun tertulis, apabila persetujuan lisan makaushatiucapkan di depan
Pengadilan. b). Adanya kepastian bahwa suami mam@ojamin keperluan-
keperluan hidup istri- istri dan anak-anak mereldatuk menentukan secara
konkrit terkait jaminan yang pasti adalah sui@kim diharuskan mengukur
secara objektif dari jumlah kekayaan saat permahaigukan. Jumlah kekayaan
ini dapat berupa surat keterangan penghasilan isyang ditandatangani oleh
kantor tempat suami bekerja, surat keterangan pegagahasilan atau surat-surat
lain yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangkem dengadilanJadi
kepastian yang diamksud dalam ketentuan Undadgng nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan adalah penilaian Hakimasamttan kekayaan yang
ada pada saat permohonan diajukan, bukan kepagtian bersifat absolut. c).
Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil teghastri-istri dan anak-anak
mereka. Terkait menentukan jaminan bahwa sang shart@aku adil  terhadap
istri-istri dan anak-anak mereka juga sulékiin harus bisa memastikan layak
atau tidak seorang suami untuk membuat surat pexaya untuk berlaku adil
terhadap istri-istri dan anak-anak mereka,@uami yang ingkar janji dan
tidak konsekuen dapat dilakukan penuntutuan ke &kiagp.

Akibat hukum dari perkawinan poligami yang tidak ndapat ijin dari istri
pertama adalah tidak sah. Perkawinan yang tidakssalah tentu tidak dapat
dicatat dalam undang-undang perkawinan. Akibatrgikawinan tersebut tidak
memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pérak yang melaksanakan
perkawinan poligami tanpa memenuhi ketentuan gasslat (1) undang-undang
perkawinan. Oleh karena itu, bagi suami yang imphgami benar-benar harus
melalui ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1€&mang perkawinan.

Saran dari penulis diantarany&jami yang ingin berpoligami hendaknya
memenuhi syarat-syarat poligami yang tercantumnalgasal 5 ayat (1) undang-
undang perkawinan. Jika suami tidak mampu memesyduiat poligami yang
tercantum dalam undang-undang perkawinan sebaikiilgak melakukan
poligami. Sebaiknya bagi seorang perempuan yangp ingenjadi istri kedua,
ketiga atau keempat berfikir kembali untuk melakdam perkawinan dengan
suami orang lain.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara manusia legas dari
hukum baik itu hukum negara, hukum agama, maupwurhuadat yang
berlaku. Dalam perjalanan hidup tersebut manusam akengalami beberapa
peristiva yaitu saat di lahirkan, menikah, dan mggal dunia. Peristiwa
tersebut akan mempunyai akibat hukum yang berupadaa kewajiban.
Peristiwva hukum berupa kelahiran seorang manus@dahsupasti akan
berdampak akibat hukum berupa hak seperti mempepdesamaan hukum,
sedangkan salah satu kewajibannya adalah membtat kekahiran yang
bertujuan untuk mengetahui identitas bagi manuarajdga berguna sebagai
bukti untuk memperoleh harta warisan. Peristiwargatnya adalah adanya
perkawinan yang akan dialami oleh manusia dalamirnakhususnya bagi
seorang laki-laki dapat memiliki istri lebih daata yang kita kenal dengan
poligami tentunya tidak semua laki-laki yang bisagwoligami.

Setelah perkawinan Peristiwa yang terakhir adalamdtian atau
meninggal dunia. Seorang manusia pasti akan mealindgnia karena
merupakan sebuah kodrat. Seseorang yang meningge thempunyai hak
dan kewajiban untuk diuruskan segala sesuatu yeaeraiban dengan
pemakaman, harta warisan kepada sanak keluargamyasip hidup, sampai
dengan masalah hutang.

Dalam hal ini perkawinan merupakan aspek yang pgrdalam suatu
kehidupan manusia, disamping kelahiran dan kemati&hQuran
menyebutkan kurang lebih 70 (tujuh puluh) ayat yamgmbahas tentang
perkawinan dan keluarga. Manusia dituntut untuk tamkeluarga (rumah
tangga) agar tercipta kehidupan keluarga yang aakmawaddah, warahmah
yang diridhai Allah SWT, tertuang dalam salah skitman Allah SWT

berikut ini :
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“Dan diantara tanda-tanda kebesaran dan kekuasHah ialah
diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu isesdpaya
kamu mendapatkan ketenangan hati dan dijadikaniyga kasih
sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikiamenjadi
tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yanikioerp

Manusia adalah makhluk berpikir dan merasa serteehendak dimana

perilakunya mencerminkan apa yang difikir yang shradan yang
dikehendakinya. Manusia juga makhluk yang bisa adtrgubyek dan obyek
sekaligus, disamping ia dapat menghayati perasaagaknaan dirinya, ia juga
dapat meneliti keberagamaan orang lain. Tetapi rapgna agama secara
psikologis pasti berbeda-beda, karena agama mefkartbumakna yang
berbeda-beda pada setiap orang salah satu sebabaigh karena tingkat
pendalaman dan pemahaman terhadap agama. Danasepataku poligami
adalah orang yang taat dan paham terhadap agamsysktya agama Islam.
Poligami sendiri adalah system perkawinan yanghsaédiu pihak memiliki
atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam wgktg bersamaan.lslam
rnembolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatangyditetapkan bagi
tuntutan kehidupan seperti yang tertuang dalamafirisllah SWT:

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terapdhak-hak)

perempuan vyatim (bilamana kamu mengawininya), maka

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senandua, tiga atau

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapatake adil,

maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budakg yleemu

miliki. 2

Islam datang untuk mengatur poligami yang telaln jsebelum Islam
datang. Tujuan semua itu adalah untuk memelihark-hak wanita,
memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabdikaena poligami yang
tanpa ikatan, persyaratan, dan jumlah tertentu.

Susunan jasmani wanita dan pria berbeda satu sama&kia memiliki
masa subur hingga usia 70 tahun dari sejak badigthiangkan wanita hanya
bisa mengandung hingga usia 50 tahun. Daya sekangl dimiliki sebagian

besar laki-laki cukup tinggi sehingga membuatnykaki dapat monogami,

! Terjemahan Q.S. Ar-Ruum, ayat : 21
? Terjemahan Q.S. An-Nisa, ayat 3
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baik karena kelemahan istrinya dimana sang istmilile masa-masa yang
melemahkan aspek seksualnya seperti kehamilars ydfiag dapat mencapai
empat puluh hari dan haidh yang biasanya lebihatapat hari. Hal ini dapat
membuat suami tidak dapat menyalurkan naluri sékgaa

Secara psikologis lelaki memiliki ketertarikan t@dap wanita lain bila
dirasa pasangannya tidak memilikinya seperti tideksi atau menarik dan
tingkat kepuasan dalam berhubungan suami istriatertthl ini akan lebih
memicu dorongan seksualnya. Oleh karena itu sebagiang menjadikan
poligami sebagai solusi untuk menjaga kehormatannya

Banyaknya keturunan dapat memberikan rasa banggadsgp suami.
Dalam beberapa kisah nyata pelaku poligami adalsams dengan istri
mandul atau tidak dapat lagi memberikan keturusa@hjngga memutuskan
untuk menikahi istri yang lain dengan harapan dgaridapat memperoleh
keturunan. Ada kalanya praktek poligami ini di doguoleh istrinya untuk
mencarikan atau menawarkan seorang istri pada syami

Berbagai sensus menunjukkan bahwa presentase peaemipbih
tinggi dari laki-laki. Jika zaman dahulu populasianta yang tinggi
diakibatkan peperangan, kini tingginya populasi wzardisebabkan oleh
kelahiran wanita dan pendeknya usia laki-laki. iHaienjadi alasan sebagian
orang melakukan poligami demi mencegah kerusakanralmaan
penyelewengan-penyelewengan oleh wanita-wanitakiatd

Poligami juga diatur dalam Undang-undang perkawihanl tahun
1974 Pasal 3 Ayat (2) Pengadilan dapat memberikepada seorang suami
untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehénadeh pihak-pihak yang
bersangkutan. Oleh karena itu suami yang akan mledak poligami
diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada &Blag di daerah
tempat tinggalnya seperti yang tercantum dalam bgdadang perkawinan

Pasal 4 Ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayatadalpini hanya

* http://memaknaipsikologi.blogspot.com.latar-belakaian-dampak-poligami.html akses29
September 2014
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memberikan izin kepada seorang suami yang akastéeriebih dari seorang
apabila :

a. lIstri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebegaj

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidplt disembuhkan;
c. lIstri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian seorang suami yang akan beristeri lebrh sdorang juga
harus memenuhi beberapa syarat yang diatur dalardangnUndang
perkawinan pasal 5 ayat (1) Untuk dapat mengajys@mohonan kepada
Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 41ayadhdang-undang ini,
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berfkut :

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kepeHaperluan
hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil texbasteri-isteri dan
anak-anak mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, nkenatuk dikaji lebih
lanjut tentang penyelesaian permohonan izin Poligarami, sehingga akan
ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan pralpskripsi dengan judul :
"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT POLIGAMI DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ISTRI".

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah syarat-syarat poligami yang terdapat dirddlendang-undang
nomor 1 tahun 1974 telah memberikan perlindungdratap hak istri?
2. Apakah akibat hukumnya apabila perkawinan poligastak mendapatkan

ijin dari istri?

* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai, yaitu :
1.3.1 Tujuan Umum

a. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akadeaténd
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember.

b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan diamu
pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliatzarg yoersifat
teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyairak

c. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sogda
pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, paraasisa
fakultas hukum dan almamater serta para pihak yartgrik dan
berminat terhadap masalah yang dihadapi.

1.3.2 Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui dan memahami mengenai perlinduhghrstri
dalam poligami.

b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perlawin
poligami yang tidak mendapat izin dari istri perganya.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalatu f@emulisan
harus mempergunakan metode penulisan yang tepatakaal tersebut sangat
diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka rdekga analisis
terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karyaialndi bidang hukum adalah
mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yEapg;t
dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitiBniah mutlak
menggunakan metode, karena dengan metode terselarti penyelidikan
yang berlangsung menurut suatu rencana tertentueieuh suatu jalan
tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya perelak bekerja secara
acak-acakan melainkan setiap langkah yang diandmlishjelas serta ada

pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindami yang menyesatkan
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dan tidak terkendalikah.Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang
dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Metode penelitian digunakan sebagai cara sistenuaisk mencari,
menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalamaenguiji
kebenaran yang optimal dan objektif serta menjaankosedur yang benar.
Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan pdumikiran secara
berurutan dalam usaha pencapaian pengkdj@leh karena itu, suatu metode
digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekattuskesempurnaan yang
bersifat sistematik dalam penulisannya. Berikut nmetode penelitian yang
dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusshkapsi ini
adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan ydrapgkat, dibahas
dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengaenerapkan
kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum podiife penelitian
yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagacam aturan
hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undaitgydtur-literatur
yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihgkan dengan
permasalahan yang menjadi pokok pembah&san.
1.4.2 Pendekatan Masalah
Pendekatan hukum memiliki beberapa pendekatan vapat
digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagpek mengenai
permasalah yang untuk dicari jawabannya. Metodelglaatan masalah
yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalhdpkatan undang-

undang $tatute approach

® Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normdilisi Revisi, Cetakan ,II
Banyumedia Publishing, Malang, 2006, him.294

® Herowati PoesokoDiktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitiztukum Fakultas
Hukum, Universitas Jember, 2011, him. 35

" peter Mahmud MarzukiPenelitian Hukum Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,
him.194
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1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisaigy y

digunakan untuk memecahkan permasalahan yang akaligse

memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusmgpun sumber

bahan hukum yang digunakan dalam penulisan sknpsieliputi :

1)

2)

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat
autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Baha
bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangatatan—
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan pergnalagangan

dan putusan—putusan hakim, dalam hal ini adalah :

1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebar ruasa
Kompilasi Hukum Islam)

Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi

tentang hukum yang berlaku atau yang pernah beraksuatu
negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunderaskceal
tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasaird bahan-
bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku tekspréep
penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisaisan kritik
para ahli dan para akademisi terhadap berbagaiubrbdkum
perundang-undangan dan putusan pengadilan, natoteen
seminar hukum, memori-memori yang memuat opini huku
monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitann layang
memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat denpar,

deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.
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3) Bahan Non Hukum
Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan
sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupaatafagoran
penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukunpasgang
mempunyai relevansi dengan topik penulisan skfipsi.
1.4.4 Analisis Bahan Hukum
Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari haseltean yang
sudah terkumpul dipergunakan metode analisa babkmnh deduktif,
yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep t#ori yang
bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tegtaeperangkat
data, atau menunjukkan komparasi atau hubunganrssepat data
dengan seperangkat data yang lain dengan sisterbat@asarkan
kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahlardg@pat para
sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan lsgmgai bahan
komparatif.
Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam
melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :
a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir halklyang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendalkalipean ;
b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekirangnya ddipgn
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan Isartan
bahan-bahan yang telah dikumpulkan
d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yangjameb isu
hukum
e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yaelgh

dibangun di dalam kesimpuldn.

8 peter Mahmud MarzukQpcit, him. 164
° Ibid, him.171
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan
2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan titik awal dari kehidupan élerkrga.
Perkawinan sangat penting dalam kehidupan mansek@mb dengan jalan
perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki garempuan terjadi
secara terhormat, sesuai dengan kedudukan marmisigas mahkluk Allah
yang paling mulia. Perkawinan dapat dilaksanakalaloieketentuan agama
dan peraturan perundang-undangan.

Adanya perkawinan bertujuan untuk terbinanya keaaryang
sejahtera dan bahagia dalam hidup. Dalam Pasal dargdrundang
Perkawinan menjelaskan perkawinan merupakan ikktlain batin antara
seorang pria dengan wanita sebagai suami istriafefguan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalabarklan Ketuhanan
Yang Maha Es&’Dari penjelasan tersebut, maka dapat artikan Iitsijut
bahwa selain mempunyai ikatan lahir batin yang ayaerkawinan juga
mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan olefarmqgan suami istri.
Antara ikatan lahir batin dan ikatan batin harus ddibungan saling
mempengaruhi dan saling menunjang satu sama laigagg berfungsi
sebagai dasar untuk membentuk dan membina kelyamgg bahagia dan
kekal. lkatan lahir batin merupakan suatu ikatangyalapat dilihat dan
mengungkapkan adanya hubungan hukum kedua belak pih

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jug@mpunyai
pengertian sendiri, “perkawinan menurut hukum iskatalah pernikahan,
yaitu akad yang sangat kuat atau mitssagan ghalizauk menaati perintah
allah SWT dan melaksanakanya merupakan ibatfaBalam hal ini lebih

pada anjuran yang lebih menitik beratkan pada agaita suatu ketaatan

' pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
" Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
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hamba kepada tuhannya untuk melaksanakan suatahib@erkawinan)
yang merupakan tuntunan agama, Firman Allah SWT:

"Hai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhan-am diri
yang satu, dan dari padanya Allah telah menciptakaimya;
dan dari padanya Allah memperkembang biakkan ki-dlan
perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Adaiy
dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling mersatta
sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi‘kam
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Diacipiakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supayarkacenderung
dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannyaadenu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikidenar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang bérfikir

Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal damusan tersebut yaitu :

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita meoggnarti,
bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamiy berbeda.

2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandandgahwa
perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamaing berbeda
dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

3. Dalam difinisi tersebut disebutkan pula tujuan perikan, yaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islasalah
peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi priagama*

Oleh karena itu Perkawinan mempunyai hubungan yamgat erat
dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawirkam Isaja mempunyai
unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atshemi juga. Perkawinan
terwujud karna adannya kesepakatan bersama yangpted@an persetujuan

timbal balik diawal perkawinan. Sedangkan yang #sod dengan ikatan

2 Terjemah Q.S. An-Nisa, Ayat: 1

B Terjemah Q.S. Ar-Ruum, Ayat:21

®Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Figh rdkahat Dan
Undang-Undang PerkawinafPrenada Media, Jakarta, 2006, him. 40
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lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat damgoegkapkan adanya
hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup berssebagai suami
istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batirdsemenjadi dasar ikatan
lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan mmamkeluarga yang
sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan daliakatah lahir dan batin
atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudké&ndkean yang selamat
dunia akhirat.

Dalam Hukum Islam perkawinan adalah akad (perikeatatara wali
wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Aki@h harus diucapkan
oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (Seddn diterima oleh si
calon suami yang dilak sanakan dihadapan keduagosaksi yang
memenuhi syarat. Jadi perkawinan menurut agaman ialdalah perikatan
antara wali perempuan (calon istri) dengan calcansuperempuan itu,
bukan perikatan antara seorang pria dengan seorgagita saja
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undangwiidiamor 1 tahun
1974°,

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, makd dmwaikan
lebih lanjut bahwa perkawinan disamping ikatan riabétin yang dapat
dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara sdamistri. lkatan lahir
dan ikatan batin harus ada hubungan yang salingpeegaruhi dan saling
menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebadgaar untuk
membentuk dan membina keluarga yang bahagia daal. Keleh karena itu
perkawinan merupakan titik awal dari terbinanyaukeja, yang akan
menentukan apakah pasangan calon suami istri @a s&perosok dalam
jebakan-jebakan setan ataukah berjalan dengan tegagan langkah yang
pasti keketinggian tangga ilahi.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1mmalea4
yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan sebsggini istri adalah
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahafgin kekal

“Hilman Hadikusumahukum perkawinan Indonesia,BanduMgandar Maju. 1990him 11
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berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutpgskan untuk itu
suami istri harus saling membantu dan melengkajir agereka dapat
mengebangkan kepribadianya membantu dan mencapsejateraan
spiritual dan material.

Tujuan perkawinan dalam hukum islam adalah mengigetintah
Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalamyarakat, dengan
mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur,gatenkata lain
perkawinan tersebut untuk menegakkan agama, unt@ndapatkan
keturunan, untuk mencegah maksiat, dan untuk memrbimah tangga yang
damai dan teratur.

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk meokenatu rumah
tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berartikapgman itu sesuai
dengan keinginan masing-masing pihak yang melamgsumperkawinan.
Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk semensaja, melainkan sampai
akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tojparkawinan menurut

Undang-Undang Perkawinan adalah termuat dalam azzes-dan

prinsip perkawinan bahwatujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri pesdling membantu dan
melengkapi, agar masing-masing dapat mengembanfg&pribadiannya
membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil deari.

Adapun tujuan perkawinan antara lain:

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi.
Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yaaQ &ntuk
memenuhi kebutuhan ini adalah dengan ‘agad nikala{m jenjang
pernikahan), bukan dengan cara yang amat kotor ndanjijikkan,
seperti cara-cara orang sekarang ini; dengan bemgackumpul kebo,
melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagaiygag telah
menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

2. Untuk Membentengi Akhlaq yang Luhur dan untuk Meshukkan

Pandangan.
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Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan ndalalam di
antaranya adalah untuk membentengi martabat madasigerbuatan
kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan memnsatabat manusia
yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pemikantkeluarga
sebagai sarana efektif untuk me-melihara pemuda p#snudi dari
kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacabeperti sabda
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam yang tegdanya sebagai
berikut :

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian
berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karisad

itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih memhgntarji
(kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka
hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat
membentengi dirinya.”

. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami.

tujuan yang Iluhur dari pernikahan adalah agar suasteri
melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tanggangakum
ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari‘aimisidalah wajib.
Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yargjnirnembina
rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telamberikan
beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal

. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah.

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk matigatan
beribadah hanya kepada Allah ‘Azza wa Jalla dabuzrbaik kepada
sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah séandglah salah
satu lahan subur bagi peribadahan dan amal shiathnaping ibadah
dan amal-amal shalih yang lain, bahkan berhubusgami isteri pun
termasuk ibadah (sedekah).

. Untuk Memperoleh Keturunan Yang Shalih.

Tujuan pernikahan di antaranya adalah untuk mentgferketurunan
yang shalih, untuk melestarikan dan mengembangkam Bdam,

sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :
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“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami attari) dari

jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucunhaglari

pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baigknddpa

mereka beriman kepada yang bathil dan mengingk&mat

Allah?” *®

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukunantslyaitu :
Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadda arrohmah
(keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang@mifi menjelaskan,
bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan,
berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalangkea
mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasardan
kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sdémd
masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuamy yelah
diatur oleh Syari'ah®

2.1.3 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan
Dalam pelaksanaan perkawinan, calon mempelai haresienuhi
rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan &adddakekat dari
perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah sdtun, perkawinan tidak
mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud desygaat perkawinan
adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawingnm tetak termasuk
hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-sysgdtawinan itu tidak
dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Terkait gden sahnya suatu
perkawinan, Pasal 2 Undang Undang Perkawinan mekeyat
1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurktirhumasing-
masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan péang-undangan

yang berlaku

'*Q.S. An-Nahl, ayat : 72
" Soemijati,Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinhirerty, Yogyakarta,
2004, him. 73


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

15

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau haraisselelum kita
melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat parkawinan tidak
dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal @arr 8 Undang-Undang
Perkawinan menyatakan ada beberapa persyaratan hamg dipenuhi
sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu:

Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kexden
mempelai.

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belemcapai
umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat etu orang
tua.

3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua t@l@hinggal
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan#éeknya,
maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup dipehodlari orang
tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mamgnyatakan
kehendaknya.

4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia di&am
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknyka m
izin diperoleh dari wali, orang yang memeliharauateluarga
yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturlunas
keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadiz@at
menyatakan kehendaknya.

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang
disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, etalah seorang
atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pemayggmamaka
Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal oyang akan
melangsungkan perkawinan atas permintaan orangbtgrslapat
memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar gpoaiang

tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
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6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayatp#Sal ini
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidalentekan lain.

Pasal 7 menyebutkan :

1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudalmocagai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah npancanur 16 (enam
belas) tahun.

2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal dapat
meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejalatyang
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupumlpivanita.

3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seatandgkedua
orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan idaiky-undang
ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensarsiebut ayat (2)
pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksudnddPasal 6
ayat (6).

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perikean ada
lima, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

Calon suami

a.
b. Calon isteri;
c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi;
e. ljab dan Kabul.

2.1.4 Hukum Perkawinan

Setiap orang yang normal dan telah dewasa pastginginkan

pernikahan. agar dapat membina rumah tangga yam@ite dan harmonis
juga dapat mengetahui manfaat penikahan baik dduatspandang agama,
psikologis, ekonomi, kesehatan ataupun seksualp@daukum pernikahan

dalam Islam diantaranya adalah :
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1) Wajib.

2)

3)

4)

5)

Hukum menikah menjadi wajib bagi seorang apabillsumyya sudah
mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan lafajiiagi dia untuk
kawin, sedangkan untuk itu tidak dapat dilakukangde baik kecuali
dengan jalan kawin. Sebagaimana dijelaskan dalanafi allah :

“Hendaklah orang-orang yang tidak mampu kawin nganja
dirinya sehingga nanti Allah mencukupkan mereka gdan
karunia-Nya,” (QS. An-Nuur : 33).

Sunnah.

Hukum menikah menjadi sunnah bagi muslim apabdammenuhi dua
Syarat yaitu mempunyai keinginan untuk menikah mi@mpunyai bekal
untuk menikah akan tetapi tetapi masih dapat menahanya dari
berbuat zina, maka sunnahlah ia kawin. Kawin bagiepih utama dari
bertekun diri dalam ibadah, karena menjalankanphskbagai pendeta
sedikitpun tidak dibenarkan Islam. Thabrani meriatggn dari Sa’ad
bin Abi Waqgash bahwa Rasulullah bersabda :

“Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependet@sugath
cara yang lurus lagi ramah (kawin) kepada kitaay§sd Sabiq
6, 1996 : 23).

Haram.

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkan d&m batin
kepada istrinya serta nafsunyapun tidak mendesatantiah ia kawin.
Sebagaimana firman Allah dalam surat al-bagarah :

“...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dtath
kebinasaan dengan tanganmu sendiri...” (QS. Al-Bdnat®5).
Makruh.

Makruh kawin bagi seorang yang lemah syahwat ddaktimampu
memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugilstn, karena ia kaya
dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuagaJmakruh
hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhdati melakukan
sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

Mubabh.
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Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-ahagang mewajibkan
segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengtar untuk

kawin, maka hukumnya mub¥h

2.2 Suami dan Istri
2.2.1 Pengertian Suami
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan eoauami
adalah pria yg menjadi pasangan hidup resmi seonamgta (istri) yang
telah menikah. Suami adalah pemimpin dan pelindaagy istrinya, maka
kewajiban suami terhadap istrinya ialah mendidikengarahkan serta
mengertikan istri kepada kebenaran, kemudian memj@amafkah lahir

batin, mempergauli serta menyantuni dengan baik.

Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa suatdhallepala
keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (pakayat (3)) atau didalam
KUHperdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)rdabasal 105 ayat
(1) suami adalah kepala dalam persatuan suami {$toofd der
echtvereniging selanjutnya dikatakan pula dalam Al-Quran balhwea
(suami) adalah pemimpin dari wanita atau istri ok#bab itu suami
merupakan kepala rumah tangga yang bertanggundp jates kesejateraan

keluarga dan rumah tandga

Suami adalah pasangan hidup (ayah dari anak-an@kami
mempunyai tanggung jawab yang penuh dalam satuakgludan suami
mempunyai peranan penting dimna suami sangat ditumtkan hanya
sebagai pencari nafkah akan tetapi juga sebagafatootdalam kebijakan
yang akan diputuskan termasuk merencanakan keflarga

18 http://imamsarifin.wordpress.com, hukum-pernikan@enurut-Islam, diakses tanggal 19
Oktober 2014

!9 Hilman Hadikusuma, Op. Cit,. him 115

“http://tutorialkuliah.blogspot.conpengertian-suamidiakses tanggal 17 Oktober 2014
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Suami adalah pelindung bagi keluarga dan rumahgtabgkan saja dalam
arti kebendaan tetapi juga berupa tenaga, dan sadahh penjaga kehormatan
keluarga dan rumah tandgaSuami pada dasarnya adalah nahkoda rumah tangga
kemana laju kapal rumah tangga akan mengarah @laménentunya. Namun
dalam perjalanannya prinsip musyawarah dengan ddalam memecahkan
persoalan-persoalan menjadi satu cirri ajaran flabralam hal menggauli istri,
suami berkewajiban melakukan dengan cara sebdikymi karena hal itu
menjadi hak dari istri sebagaimana firman Allahrdeergaulah dengan mereka
(istri) dengan cara yang patut, kemudian bila kaiolek menyukai mereka (maka
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukauatas padahal allah

menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS Aa-ni®).

2.2.2 Pengertian Istri

Menurut kamus besar bahasa Indonesia istri adalamitav
(perempuan) yang telah besu&hDi dalam Islam, peranan seorang istri
memainkan peranan yang sangat penting dalam kedmdo@rumah tangga
dan peranannya yang sangat dibutuhkan menuntutmpak umemilih
kualitas yang baik sehingga bisa menjadi seorarg isang baik.
Pemahamannya, perkataaannya dan kecenderungaremaa sditujukan
untuk mencapai keridho’an Allah SWT. Ketika seoranigtri
membahagiakan suaminya yang pada akhirnya, haladalah untuk
mendapatkan keridho’an dari Allah swt. sehingga (Baorang istri)

berkeinginan untuk mengupayakannya.

Keberadaan seorang wanita sebagai istri dan jugggaeseorang ibu
dalam lingkungan sebuah keluarga memiliki arti yasangat penting,
terutama menyangkut hubungan kemasyarakatan &stustcakap dan baik

agar senantiasa bisa menjaga harga diri suaminya.

L Hilman Hadikusuma, Op. Cit,. him 116
22 A, Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinaii-Bayan , Yogyakarta, 1994, him 80
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia
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2.2.3 Hak dan Kewajiban Suami
Suami mempunyai hak atas isterinya yang harus sasardipelihara,
ditaati dan ditunaikan oleh isteri dengan baik. M@snasing dari suami
maupun isteri memiliki hak dan kewajiban, namun nsuanempunyai
kelebihan atas isterinya. Sebagai mana firman alédéam surat Al-Bagarah
ayat 228 Artinya :

“Dan mereka (para wanita) memiliki hak seimbang gden
kewajibannya menurut cara yang pantas. Tetapi gaemi
mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperka
Mahabijaksana.”

Kewajiban suami terhadap istri menurut hukum Istibagi menjadi
dua yaitu kewajiban materi dan kewajiban non mateewajiban materi
lazim disebut dengan kewajiban nafkah lahiriah ¢yterwujud) sedangkan
non materi lazim disebut dengan nafkah batiniahndyaersembunyi).
Nafkah dalam konteks istilah figih yaitu makna yaegsifat materiseperti
rumah, pakaian, tempat tinggal, nafkah dan lain-t&n bersifat non materi

yaitu kasih sayang dan penyaluran hasrat biologfis.

1. Memberikan nafkah materi.
Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrelaet adanya
pernikahan yang meliputi makanan pakaian, tempggél, pembantu
juga keperluan lainya yang bersifat wajar.

2. Memberikan nafkah non materi.
Nafkah non materi dalam hal ini merupakan perwupudari kasih
sayang suami terhadap istri yaitu dengan menyetubstri,
menghormati istri, memberikan kasih saying danHhilakabaik terhadap
istri agar istri bisa merasa tentram dan damai daerdisamping

suaminya.
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Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan mergmata&hwa :
“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan aagsesuatu

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kenaauygg'.

Menurut ajaran Islam, suami berkewajiban memenghikebutuhan
pokok rumah tangga yakni sandang, pangan dan papspai yang
ditegaskan dalam QS surat Al-Baqgarah : 233 yangyart‘dan kewajiban
ayah (suami) memberi makan dan pakaian para ibi) @e€ngan cara yang
ma’ruf’. namun demikian ada hal-hal yang sifatngeeien yang istri perlu
mendapatkan bantuan dari suami, seperti membarkerjpan istri, ikut

mendidik anak dan sebagainya.

Kewajiban suami terhadap istri dalam kompilasi huakislam diatur
dalam pasal 80 yang menjelaskan batta :

(1) suami adalah pembimbing istri dalam rumah tanggaajan tetapi
mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang pengngfg diputuskan
oleh suami istri bersama

(2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan $egaesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan keunasuyg

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepadanystr dan
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguaray
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

a. nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi istri
b. biaya rumah tangga dan biaya perawatan bagi estriathak
c. biaya pendidikan bagi anak

(5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebperti pada ayat (4)

huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah adaitasgmpurna dari

istrinya

** Kompilasi Hukum Islam pasal 80
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(6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibahatp dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
(7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gagabila istri

nusyuz.

2.2.4 Hak dan Kewajiban Istri
Hak istri terhadap suaminya ada dua macam yaitukélbendaan dan
hak rohaniah. Hak kebendaan yaitu mahar dan naf&edhng hak rohaniah
yaitu bersikap adil ketika suami berpoligami, plew@n yang baik dari
suami dan tidak boleh menyensarakan istri.
Adapun beberapa hak istri lainnya terhadap suaarsialat
1. Mendapat mahar.
Dalam pernikahan seorang lelaki harus menyerahkahamkepada
wanita yang dinikahinya,

“Berikanlah mahar kepada wanita-wanita yang kal@Rahi
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (An-Nia’
Mahar merupakan milik pribadi si wanita. la bolelermggunakan dan

memanfaatkannya sekehendaknya dalam batasan ypedkehankan
syariat.

2. Seorang suami harus bergaul dengan istrinya seedni (ma'ruf) dan
dengan akhlak
mulia,

“Bergaullah kalian dengan para istri secara p&il kalian tidak
menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkiankatak
menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padammikan
yang banyak.” (An-Nisa': 19)

3. Mendapat nafkah dan pakaian.

Hak mendapat nafkah dan pakaian ini ditunjukkaamahl-Qur an

“...dan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikatkah
dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang mia(Alf
Bagarah: 233)

% http://asysyariah.com/hak-istri-dalam-islam, dies&6 februari 2015
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Diberi tempat untuk bernaung/tempat tinggal.

Seorang suami menempatkan istrinya dalam sebugtateiggal. Di
samping itu, seorang istri memang mau tidak maushpunya tempat
tinggal hingga ia dapat menutup dirinya dari pagaanmata manusia
yang tidak halal melihatnya. Juga agar ia dapaadbdiergerak serta
memungkinkan baginya dan bagi suaminya untuk bégghagaimana
layaknya suami dengan istrinya.

Dibantu untuk taat kepada Allah, menjaganya dairi regraka dan
memberikanpengajaran agama. Seorang suami harugajad@n
perkara agama kepada istrinya, terlebih lagi ba#&inya belum
mendapatkan pengajaran agama yang mencukupi, dinudda
meluruskan tauhidnya dan mengajarkan amalan-ambkgeh yang

lainnya.

Mengenai kewajiban istri terhadap suami dalam perk@n dalam

Islam telah dirinci dalam kitab figih yaitu adals¢bagai berikut :

1.

Patuh dan setia terhadap suami

Kepatuhan istri terhadap suami adalah menjadi tdoadava istri itu
shalihah., termasuk meninggalkan puasa yang sedigagnkan oleh
istri baik dengan atau tanpa izin suami.

Mengakui, menghargai dan mempercayai kepemimpinams

Istri wajib mengakui dan menghargai kepemimpinaansuterhadap
dirinya dan rumah tangganya.

Mencintai suami dengan sepenuh jiwa dan menyedidkadiri untuk
suami dengan hati rela.

Sebagai perimbang tanggung jawab yang sedemikieat, baaka istri
wajib mencintai suami dan menyediakan diri untuknggembirakan
suami dengan senang hati, berusaha secara makasgaalsuaminya
puas dan bahagia dengan pelayanan istri.

Mengikuti tempat tinggal suami atau tempat tinggaig ditunjuk oleh

suami.
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Menurut hukum Islam domisili istri adalah mengikdbmisili suami,
atau domisili yang ditunjuk oleh suami selama tidala sesuatu hal
yang menghalanginya

5. Memegang teguh rahasia suami dan rumah tangga.

Istri adalah orang kepercayaan suami tempat suagmnparcayakan
segala rahasianya, rumah, harta, kekayaan bahkak-amaknya.
Kepercayaan suami terhadap istri adalah amanat ryatig oleh sebab
itu istri wajib menjaga amanat yang diberikan ademinya.

6. Berlaku sederhana dan hemat.

Hidup sederhana dan bersahaja secara patut adaldal mtama dan
sarana penting bagi kebahagiaan dan kesejateraardga Oleh sebab
itu istri harus memanfaatkan apa yang ada dengeafisis® mungkin

tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu kikir sermementingka yang
perlu dan tidak berbuat sia-sia.

7. Mengatur, menyusun rumah tangga (menjadi ibu runteigga)
Melayani suami dan mengatur kebutuhan sehari-hdalah tugas
utama bagi istri. Mengatur rumah tangga adalah keara suci bagi
istri sesuai dengan rasa ikhlas dan f@la.

Dalam tataan hukum positif di Indonesia mengenavajpan istri

telah diatur dalam kompilasi hukum Islam dalam p83ayaitu :

(1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbadtirl batin kepada
suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oletrhuglam.

(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rutamagga sehari-
hari dan sebaik-baiknya.

Disamping kewajiban pokok tersebut istri juga menyau kewajiban
lain yang penting yaitu kewajibanya sebagai seoranglari anak-anaknya,
kewajiban tersebut berupa mengasuh dan mendidik-amaknya seperti

memandiakan, menyuapi, mengajak bermain, menidudan menyusui.

%6 Fatma Novida Matondang, Op. Chlm 71
" Kompilasi Hukum Islam pasal 83
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Merawat dan memberikan pendidikan yang pantas hirggak tumbuh
menjadi dewasa.

2.3 Poligami

2.3.1 Pengertian Poligami

Kata Monogami dapat dipasangkan dengan poligami agseb
antonim, Monogami adalah perkawinan dengan istrggal yang artinya
seorang laki-laki menikah dengan seorang perempag sedangkan kata
poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempiau lebih dalam
waktu yang sama. Dengan demikian makna ini mempurgaa
kemungkinan pengertian; Seorang laki-laki menikdéngan banyak laki-
laki kemungkinan pertama disebut Polgami dan kerkimag yang kedua
disebut Poliandri.

Hanya saja yang berkembang pengertian itu menggbangeseran
sehinggah poligami dipakai untuk makna laki-lakirigtei banyak,
sedangkan kata poligami sendiri tidak lazim dipakaPoligami berarti
ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami)gasemi beberapa lebih
dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukahigb gabul melainkan
dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan mangpgéeerarti
perkawinan yang hanya membolehkan suami mempuratai istri pada
jangka waktu tertentu.

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di maneasgqgria dalam
waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seoraagita. Yang asli
didalam perkawinan adalah monogamy, sedangkan gmoligdatang
belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikisanusia dari zaman
ke zaman.

Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dileku oleh raja-
raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Merekaambil beberapa
wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hangargunakan untuk

melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan bayak gadis yang

“http:// Poligami/showthread.php.htm1.htm Copyri@000 - 2009, Jelsoft Enterprises
Ltd. CyberForums - Indonesian Cyber Communitgkdie20 Oktober 2014
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diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudigadikan gundik dan
sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kekamya, makin
banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligamadalah sisa-
sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan ryang hal ini sudah
ada dan jauh sebelum mas&daman sebelum masehi adalah jaman yang
belum menggunakan penanggalan atau penomeran yahgrdimulai sejak
kelahiran yesus dari nazaret.

Poligami adalah salah satu bentuk masalah yangtdikan oleh
orang-orang yang memfitnah Islam dan seolah-olahmpeéihatkan
semangat pembelaan terhadap hak-hak perempuagamoitu merupakan
tema besar bagi mereka, bahwa kondisi perempuamdalsyarakat Islam
sangat memprihatinkan dan dalam hal kesulitan, nkaredak adanya
persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, balohgami itu
berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan gaag
kata Poli atau Polus yang artinya banyak, dan &ataein atau Gamos yang
berarti kawin atau perkawinan, jika kata ini digagkan berarti kata ini
menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poliganalafd perkawinan
banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak texhat

Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkanigang lebih
dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hsargaai empat wanita
saja®®. Sebagaimana yang terjadi dimasa lalu para letadniliki istri
sampai ratusan agar terdapat keseimbangan ankatakiadan perempuan
khususnya bagi yang beragama islam hal ini peraunya pembatasan, dan
pembatasan itu terdapat dalam surat An AnnisaZyang mempebolehkan
laki-laki menikahi tidak lebih dari empat orangiist

# sayyid SabigFigh SunnahCet. Ke 4 Jilid II, ( Bairut: Darul Fikri, 1983)m. 109
¥ bid., hal. 110
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2.3.2 Dasar Hukum Poligami

Dalam surat An-Nisa™ ayat 3
Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku atihadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengayapin
Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu segiandua,
tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak nakiapat
berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atadak-budak
yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebitkaekepada
tidak berbuat aniaya.
Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adiaoh meladeni

isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lgang bersifat lahiriyah.
Dan Islam memperbolehkan poligami dengan syaraasyartentu. sebelum
turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah gijgdankan oleh para nabi
sebelum nabi Muhammad SAW. Ayat Ini membatasi poligsampai empat
orang saja.Terdapat dalam Al Quran surat An Nisa ayat 3.

Beberapa ayat dalam surat An-Nisa™ juga menyelbterg poligami,
ayat 129, Allah SWT berfirman:
Artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku aliilantara
isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin batbdemikian,
Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepatg kamu
cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatkatyng. dan
jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara (dati
kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Penganagin
Maha Penyayang.

Sejak masa Rasulullah SAW , Sahabat, Tabi'in, geritihad dan

setelahnya sebagian besar kaum Muslimin memahamagat Akhkam itu

sebagai berikut:

1. Perintah Allah SWT, “maka kawinilah wanita-waniflain) yang kamu
senangi”, difahami sebagai perintah ibahah (boleblian perintah wajib.

Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogamiri (isatu) atau

31 Umar Sulaiman Abdullah al-AsygaNahwa Saqafah Islamiyah AsilataBet. Ke 12 (al-
Urdun, Dadun Nafa’is, 2002), hal. 150
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berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah kesepaka pendapat
mayoritas pendapat mujtahid dalam berbagai kurddtungang berbeda.

. Larangan mempersunting istri lebih dari empatada waktu yang
bersamaan, sebagaimana dalam firman Allah “makaniaw wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau ampMenurut
alqurtuki, pendapat yang memperkenankan poligaiihlelari empat
dengan pijakan nash di atas, adalah pendapat yangunnkarena yang
bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalanr alkgdan retorika
bahasa arab.

. Poligami harus berlandaskan asas keadilan, agbaga firman Allah,
“kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adihaka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yangukamtiki.” (gs.
An-nisa’: 3)

seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih darrasgpistri jika mereka
merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami.lavfaun dia
menikah maka akad tetap sah, tetapi dia berdobadap tindakannya
itu.

.Juga sebagaimana termaktub dalam ayat yang rperbtdan kamu
sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantasdri-istri (mu),
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”. dalibm cinta diantara
istri-istri adalah suatu hal yang mustahil dilakukerena dia berada di
luar batas kemampuan manusia. Namun, suami seyygayaak berlaku
dzolim terhadap istri-istri yang lain karena keaarinya terhadap
istrinya.

. Sebagian ulama’ penganut madzhab syafil mestkgar mampu
member nafkah bagi orang ayaang akan berpoligaersyBratan ini
berdasarkan pemahaman imam syafi'| terhadap tekgrain, “yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak bdrtaraaya”. Yang
artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. dBlam
kitab “akhkam al-qur'an”, imam baihagi juga mendksa keputusannya
terhadap pendapat ini serta pendapat yang lainanDgbemahaman
madzhab syafi'l jaminan yang mensyaratkan kemampuammberi
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nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syaragiardih (agama)
maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu balavaddk mampu
memberi nafkah bukan syarat putusan huRt@ieh karena itu ada yang
menyebutkan bahwa poligami itu mubah (dibolehkagiarea seorang
mu min tidak akan khawatir akan aniaya. Dilarandigamni untuk
menyelamatkan dirinya dari dosa. Dan terang pulawbha boleh
berpoligami itu tidak bergantung kepada sesuatairsednaiaya (tidak
jujur), jadi tidak bersangkutan dengan mandul isttau sakit yang
menghalanginya ketika tidur dengan suaminya daaktidula karena
banyak jumlah wanit®®Penjelasan lebih lengkap telah diatur dalam
undang-undang perkawinan tentang suami yang difsdrkan

berpoligami.

2.3.3 Faktor Penyebab Poligami

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyansgeistri.
Seorang suami yang beristri lebih dari seorang tddpmerbolehkan bila
dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan darg&dilan Agama telah
memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Normofahun 1974).
Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agdmatur dalam Pasal 4
ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan judandd@ab IX KHI
Pasal 57seperti dijelaskan sebagai berikut:
a.lsteri tidak dapat menjalankan kewajibannya saateri;
b.Isteri mendapat cacat badan atau penyakit ydag tapat disembuhkan;
c.Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian mmelakukan poligami di
atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kdpadm pokok
pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah éagggg bahagia dan
kekal (istilah KHI disebut sakinah, mawaddah,ddmrah ) berdasarkan

%2 Humaidi Tatapangaraakekat Poligami dalam IslanfSurabaya: Usaha Nasional, t.th), him.
12

% http:/Poligami/showthread.php.htm1.htm Copyright ©20@009, Jelsoft Enterprises Ltd.
CyberForums - Indonesian Cyber Communigksies?4 Oktober 2014
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Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yasgbdtkan di atas
menimpa suami-istri maka dapat dianggap rumah &bggebut tidak akan

mampu menciptakan keluarga bahagia (mawaddah Hararg.

2.4. Perlindungan Hukum
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalabori politicor,
makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleteriartiap anggota
masyarakat mempunyai hubungan antara satu dewpgag lain. Sebagai
makhluk sosial maka sadar atau tidak sadausia selalu melakukan
perbuatan hukum réchtshandeling dan hubungan hukum
(rechtsbetrekkinggn Perbuatan hukunrdchtshandeling diartikan sebagai
setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengarajgeags kehendaknya
untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatigéur oleh hukum.
Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sé&p#eperti pembuatan
surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dhak gieperti jual-beli,
perjanjian kerja dan lain-lain.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yaigriklan
terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hidaiknyang bersifat
preventif maupun yang bersifat represif, baik yaedulis maupun tidak
tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sabagatu gambaran dari
fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat negikdin suatu
keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan datarkeiar®® Berbicara
mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupaaah satu hal
terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggeging karena dalam
pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hulang snengatur tiap-
tiap warga negarany&udah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan

terjadi suatu hubungan timbal balik antara warggarenya sendiri. Dalam

** http://seputarpengertian.blogspot.comseputar-péageperlindungan-hukum.htm! alksesl

November 2014
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hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewmnjdstu sama lain.

Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga na@ga.Namun disisi

lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukerupakan kewajiban

bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara bwajiemberikan
perlindungan hukum kepada warga negaranya.
Pengertian perlindungan hukum menurut beberapalintaranya”

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindundggukum adalah
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia diaungjkan
orang lain dan perlindungan tersebut diberikan #aepaasyarakat agar
mereka dapat menikmati semua hak-hak yang dibealemhukum.

2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Pduingan Hukum
adalah perlindungan akan harkat dan martabat, gengakuan terhadap
hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyekumukberdasarkan
ketentuan hukum dari kesewenangan.

3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah besbagpaya
hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak rhukuntuk
memberikan rasa aman, baik secara pikiran maugundari gangguan
dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum abtal8ebagai
kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapahduglgi suatu hal
dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, herdkum
memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelandgarsesuatu yang
mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adaf@nyempitan
arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya peningan oleh hukum
saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, tergala dengan
adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dkmdieh manusia

sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengamsesenusia serta

* http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-huknenurut-para-ahli diakses 1 November
2014
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lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia maniidk dan
kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk menaerik
perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakangptah dilandasi dua
prinsip negara hukum, yaittf:

1. Perlindungan hukum yang preventif Perlindungan hukepada rakyat
yang di berikan kesempatan untuk mengajukan kebefaspraak atau
pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintaladgnégntuk yang
menjadi definitife.

2. Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukamg represif

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

% http://seputarpengertian.blogspot.comseputar-péageperlindungan-hukum.html diakses 1
November 2014
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PEMBAHASAN

3.1 Keterkaitan Syarat Poligami dengan PerlindungarTerhadap Hak Istri

Dalam kehidupan berumah tangga istri merupakan raakisuaminya
apa yang menjadi keputusan suami harus diikuti diteti selama tidak
menjerumuskan istri kedalam hal-hal yang tidak b&#bagaimana dijelaskan
dalam QS. An Nisa ayat 34 yang terjemahanya selmaydiut “kaum laki-
laki adalah pemimpin bagi wanita, oleh karena altatah melebihkan
sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang (aianita) dan karena
mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian hdeam mereka sebab itu
maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada &igi memelihara diri
ketika suaminya tidak ada”.

Dalam bahtera rumah tangga seorang istri bertugdayani suaminya
yaitu dengan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleimsulalam aktifitas
sehari-hari, yang tak kalah penting istri wajib ayani suami dalam
berhubungan badan kapanpun suami menginginkanelan stu istri juga
bertugas mengasuh dan mendidik anak secara rinembarsihkan dan
merapikan perlengkapan rumah tangga, menyediak&amaa dan merawat
kesehatan keluarga. Hal itu dipertegas dalam pé®ahyat (1) kewajiban
utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir datinbkepada suami di dalam
batas-batas yang dibenarkan oleh IsfatBemua pekerjaan tersebut dianggap
kewajiban pokok seorang istri dalam rumah tanggirsgkan suami sebagai
pencari nafkah dan pemimpin rumah tangga yang mangetanggung jawab
penuh atas kebutuhan hidup istri dan anaknya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawpasal 3 ayat
(1) menjelaskan bahwa Pada asasnya seorang pna hmoteh memiliki
seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memisigbrang suami.

Kemudian dalam pasal yang sama ayat (2) menjelasihwa Pengadilan

3" Kompilasi Hukum Islam
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dapat memberi izin kepada seorang suami uriekisteri lebih dari
seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yangdmegkutan.

Asas monogami dalam Undang-undang nomor 1 tahud 18fitang
perkawinan adalah monogami terbuka artinya azatdak bersifatmutlak,
tetapi hanya bersifat pengarahan kepada pembenpgtkawinan monogami
dengan jalan mempersempit penggunaan lembaga poligean bukan
menghapuskan sama sekali sistem poligami. tDapdaknya seorang
suami  beristeri lebih  dari seorang ditentukdPengadilan Agama
berdasarkan syarta-syarat yang ditentukan. Pletmoo adanya poligami
adalah merupakan suatu perkecualian. Dan pemboiehaiberikan dengan
pembatasan-pembatasan yang berat berupa syarat-sylan tujuan

yang mendesak sepetti:
1. Mampu berbuat adil

Seorang pelaku poligami, harus memiliki sikap ddintara para istrinya. Tidak
boleh ia condong kepada salah satu istrinya. Halakan mengakibatkan
kezhaliman kepada istri-istrinya yang lain. Nabaliilahu ‘alaihi wa sallam
bersabda :

“Siapa saja orangnya yang memiliki dua istri labih cenderung kepada
salah satunya, pada hari kiamat kelak ia akan datmtam keadaan
sebagian tubuhnya miring.” (HR. Abu Dawud, An-Nasat-Tirmidzi)

2. Aman dari lalai beribadah kepada Allah

Suami yang melakukan poligami harus keimanan yasgtbkepada Allah, dan
rajin dalam beribadah. Namun setelah ia melaksanakariat tersebut, tapi
malah lalai beribadah, maka poligami menjadi fithetyinya. Dan ia bukanlah
orang yang pantas dalam melakukan poligami. FirAlin SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dirantderi-isterimu
dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, bexkati-hatilah
kamu terhadap mereka...” (QS. At-Taghabun: 14)

3. Mampu menjaga para istrinya

Sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk menjaiggya. Sehingga istrinya
terjaga agama dan kehormatannya. Ketika seseorangpliyami, otomatis

perempuan yang ia jaga tidak hanya satu, namuh i satu. la harus dapat
menjaga para istrinya agar tidak terjerumus dalebukukan dan kerusakan.

8 http://m.muslim.or.id/keluarga/4-syarat-poligamitt diakses 24 April 2015
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4. Mampu memberi nafkah

Suami yang berpoligami wajib mencukupi kebutuhafkah lahir dan batin
para istrinya. Bagaimana ia ingin berpoligami, setawa nafkah untuk satu orang
istri saja belum cukup? Orang semacam ini sangabakeuntuk dilarang
berpoligami.Allah SWT berfirman :

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, heradakinenjaga
kesucian (dirinya), sampai Allah memberikan kemaampkepada mereka
dengan karunia-Nya...” (QS. An-Nur: 33).

Keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi ksehaba
poligami didasarkan ataslasan Ketertiban Umui. Maksud dari
ketertiban umum disini berdasarkan atas keadaam yaengharuskan
membatasi suami agar tidak serta merta untuk kggpoi.

Dengan demikian poligami :

1. Harus didasarkan pada alasan yangmeratif.Tanpa dipenuhi salah
satu alasan
tak boleh poligami. Alasannya :
a. Isteri tak dapat menjalankan kewajiban,
b. Isteri cacat atau sakit yang tak dapat
disembuhkan,
c. lIsteri mandul
2. Harus memenuhi syarat :
a. Mesti ada persetujuan isteri,
b. Mampu berlaku adil
c. Kepastian atas kemampuan menjamin kehidupan.
3. Harus ada izin PA (Pengadilan Agaifla) Dengan ketentuan-
ketentuan yang telah diatur dalam undang-undankppénan.

Peraturan dalam perundang-undangan tentang poligemegaskan
juga menekankan bahwa pelaksanaan poligami itleladakrupakan satu
perkecualian dan hanya diperbolehkan bagi seoralgrladki yang

¥ M. Yahya HarahapKedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Aga@akarta Sinar
Grafika, 2003), him42.

M. Yahya HarahapiKedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agafakarta Sinar
Grafika, 2003), him43.
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memenuhi persyaratan- persyaratan yang telah dikent
Poligami merupakan syariat Islam yang akan berlagpanjang
zaman hingga hari akhir. Poligami diperbolehkangd@nsyarat sang suami
memiliki kemampuan untuk adil diantara para ist&erlaku adil dalam
bermuamalah dengan isteri-isterinya, yaitu dengamberikan kepada
masing-masing isteri hak-haknya. Adil disini lawdari curang, yaitu
memberikan kepada seseorang kekurangan Yekg dipunyainya
dan mengambil dari yang lain kelebihan hak yangiltkimya. Jadi adil
dapat diartikan persamaan.
Adil adalah memberikan sesuatu kepada sesgoraasuali
dengan haknya. Apa saja hak seorang isteri didalaligami ? Di antara
hak setiap isteri dalam poligami adalah sebagalkiter
1. Memiliki rumah
Setiap isteri memiliki hak untuk mempunyai rumamdg. Allah
Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam surat Al Ahaght 33, yang
artinya, “Menetaplah kalian (wahai isteri-isteri BWadi rumah-rumah
kalian.” Dalam ayat ini Allah menyebutkan rumahaliN Muhammad
dalam bentuk jamak, sehingga dapat dipahami babweah beliau
tidak hanya satu.

2. Menyamakan para isteri dalam masalah giliran.
Setiap isteri harus mendapat jatah giliran yangasamam Muslim
meriwayatkan hadits yang artinya Anas bualik menyatakan
bahwa Nabi Muhammad miliki 9 isteri. Kebiasaanlicae bila
menggilir isteri-isterinya, beliau mengunjungi mae& isterinya dan
baru berhenti (berakhir) di rumah isteri yang mgradayiliran saat itu.

3. Tidak boleh keluar dari rumah isteri yang mendagiitan menuju
rumah yang lain.
Seorang suami tidak boleh keluar untuk menuju ruiegr yang lain
yang bukan gilirannya pada malam hari kecuali keaddarurat.
Larangan ini disimpulkan dari hadits yang diriwdgat oleh Imam
Muslim yang menceritakan bahwa ketika Rasulullainudaah Aisyah,
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tidak lama setelah beliau berbaring, beliau bandhit keluar rumah
menuju kuburan Bagi sebagaimana diperintahkan diehl. Aisyah
kemudian mengikuti beliau karena menduga bahwa IR&gu akan
pergi ke rumah isteri yang lain. Ketika Rasulullggulang dan
mendapapatkan Aisyah dalam keadaan terengah-epegigdn bertanya
kepada Aisyah, “Apakah Engkau menyangka Allah dasuRNya
akan berbuat tidak adil kepadamu?”
Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan tidaklelikannya
masuk rumah isteri yang lain di malam hari kecdaliurat, misalnya
si isteri sedang sakit. Jika suami menginap di fumteri yang bukan
gilirannya tersebut, maka dia harus mengganti haterii yang
gilirannya diambil malam itu. Apabila tidak mengmanaka tidak
perlu menggantiny®: Dalam hal ini suami diharuskan lebih teliti
dalam menentukan hari pembagian jatah istri yamgshdidatangi.

4. Batasan Malam Pertama Setelah Pernikahan.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas RA, bahwa tesakasunnah bila
seseorang menikah dengan gadis, suami menginapasé&guh hari, jika
menikah dengan janda, ia menginap selama tiga®etelah itu barulah ia
menggilir istri-istri yang lain.
Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan bahwa Umnala®ah RA,
mengkhabarkan bahwa ketika Nabi SAW menikahinyéiabenenginap
bersamanya selama tiga hari dan beliau bersabagal&dpmmu Salamah,
“Hal ini aku lakukan bukan sebagai penghinaan kepeaduargamu. Bila
memang engkau mau, aku akan menginap bersamanmastlaih hari,
namun aku pun akan menggilir istri-istriku yangnlaelama tujuh hari.”
Dalam beberapa penjelasan yang tersebut diatag dagahami bahwa
seorang suami dapat beristri lebih dari seorangbipgrengadilan
memberi izin dan dikehendaki oleh pihak-pihak yalgrsangkutan,

maksud dari pengadilan memberi izin apabila separtg tercantum dalm

* http://jilbab.or.id/archives/126-hak-hak-istri-daigpoligami. diakses 26 april 2015
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pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan bahwa dalamdwahsg suami akan
beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebland pasal 3 ayat (2)
Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permaho ke
Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Kemudialandaayat (2)
menjelaskan bahwa Pengadilan dimaksud dalam ayaia@al ini hanya
memberi izin kepada suami yang akan beristri |elaifh seorang apabila:

a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebstyii;

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidplt disembuhkan;

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Suami yang melakukan poligami bagi kebanyakan mmakga
Indonesia adalah masalah yang masih dianggap t@ouneenjadi sebuah
perkara yang sangat jarang dilakukan, bahkan olgagan kalangan
poligami adalah tindakan kriminal yang harus digra&karena mendhalimi
istri dan anak.

Kemampuan untuk memberi nafkah yang cukup harusndip oleh
suami yang ingin berpoligami bila seorang suamedikemampuan dari segi
harta, maka ia dituntut untuk bersikap adil terlpaddri-istrinya bila tidak
sanggup berbuat adil cukup menikah dengan satutavaaja. untuk itu pula
undang-undang tentang perkawinan juga mengaturartgnisyarat-syarat
poligami untuk melindungi hak-hak istri yang dig@mi.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinaokudapat
mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimarslioh dalam pasal 4
ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syamasyerikuf
a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kepekkeperluan
hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka.
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil taphasteri-isteri dan

anak-anak mereka.

* Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

39

Syarat-syarat yang dimaksud tentunya perlu ad@g®ygelasan agar
dapat difahami bahwa undang-undang tersebut telabmhbarikan
perlindungan terhadap hak-hak istri yang di poligaleh suaminya.

a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri. Retguan ini dapat berupa
pernyataan hitam diatas putih atau tertulis. Dajzasal 40 Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 memberikan penjelasdmvd seorang
suami yang bermaksud untuk mengambil istri baru &rpoligami,
maka diwajibkan memohon izin tertulis dari pengaulff Pengadilan
akan meneliti terkait alasan pemohon yakni sangnsuatuk melakukan
poligami telah sesuai dengan ketentuan Undang-gnBarkawinan dan
untuk memastikan bahwa sang suami telah melakukam poligami
secara lisan makaistri atau para istri harus mamgulizin didepan
pengadilan. Terkaipersetujuan atau izin secara lisan dari sang istri
diperjelas dalam Pasal huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, yang berbunyi: Ada atau tidaknya persetujdan istri, baik
persetujuan lisan maupun tertulis, apabila pensatujisan maka harus
diucapkan di depan Pengadilan.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjaminrkepehidup istri-
istri dan anak-anak mereka. Untuk menentukan aekankrit terkait
jaminan yang pasti adalah sulit. Tetapi hakisa mengukur secara
objektif dari jumlah kekayaan saat permohonan #&jpu Jumlah
kekayaan ini dapat berupa surat keterangan psiigh suami yang
ditandatangani oleh kantor tempat suami bekerjat deceterangan pajak
pengahasilan atau surat-surat lain yang dapat glipakan sebagai
pertimbangan oleh PengadildhJadi kepastian yang diamksud dalam
ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tenRerzawinan
adalah penilaian Hakim berdasarkan kekayaan yarg @atla saat
permohonan diajukan, bukan kepastian yang be s lut.

® Soemiyati,Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawjnhiterty, Yogyakarta,
him. 183

* Soemiyati, Op, cit, him. 78
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c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adilatiap istri-istri dan
anak-anak mereka. Terkait menentukan jaminan babkargy suami
berlaku adil terhadap istri-istri dan anadala mereka juga sulit.
Namun hakim dapat meminta sang suami untuk memizusst
pernyataan untuk berlaku adil terhadap istri- dan anak-anak
mereka. Apabila sang suami ingkar janji dan tidakdekuen maka dapat
dilakukan penuntutuan ke Pengadilan.

Dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum pnéfe
perlindungan hukum preventif adalah perlindungakuhu untuk mencegah
terjadinya sengketa. Undang-undang nomor 1 tahdd fghtang Perkawinan
telah memberikan persyaratan yang cukup ketat umiellekukan poligami.
Hal tersebut merupakan salah satu perlindunganrubagi istri atau istri-
istri terhadap suami yang melakukan poligami. Untolendapatkan
penetapan pengadilan yang merupakan persyaratandagat berpoligami,
maka seseorang harus memperoleh izin atau persetigang istri. Pada
pasal 5 Undang-undang Perkawinan menyatakan kamaj adanya
persetujuan atau izin sang istri bagi suamgyagin berpoligami. Dalam
KHI tepatnya pasal 58 menyatakan adanya kewajibdemya persetujuan
istri serta adanya kepastian suami mampu menjaeperkuan hidup istri-
istri dan anak-anak mereka.

Terkait izin atau persetujuan oleh istri diaturitelspesifik dalam
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakémvabazin harus
dibuat secara hitam diatas putih. Maksud untuk atitsecara tertulis, agar
adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadag $stri. Apabila
tidak bisa dibuat secara tertulis maka dapat ddakusecara lisan. Tetapi
bila secara lisan maka harus dilakukan didepan guilagn. Bila dicermati
dari persyaratan tersebut, bahwa undang-undandp sudalakukan langkah
preventif untuk memberikan perlindungan hukbifamana ada suami
yang beritikad buruk berpoligami. Tanpa adanya giajgan atau izin sang
istri maka tidak bisa memperoleh penetapan darigaditan untuk

berpoligami. Seseorang yang tidak mengajukaarmphonan kepada
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pengadilan untuk berpoligami maka perkawinan tenselapat dilakukan
pembatalan perkawinan. Hal tersebut merupakan nperigan hukum
preventif khususnya bagstri terhadap suami yang berpoligami.
Selanjutnya perlindungan hukum secara represifindangan hukum
yang akan berfungsi ketika terjadinya suatu sergkietnana hak-hak istri
harus memperoleh perlindungan hukum karena yadgembatalan
perkawinan oleh istri pertama.Undang-undang Perkamwipada dasarnya

telah memberikan langkah antisipatif jika terjg@ipembatalan perkawinan.

3.2Akibat hukum Apabila Perkawinan Poligami Tidak Mendapatkan ljin

Dari Istri

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehiduarg ysangat
penting dalam kehidupan manusia yang merupakam sketin yang sangat
dalam dan kuat sebagai penghubung antara seoramgd@ngan seorang
wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumalggéa Begitu
pentingnya perkawinan sehingga tidak mengherankea qgama-agama,
tradisi atau adat masyarakat dan juga institusiarseegidak ketinggalan
mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan makgémya. Perkawinan
ditinjau dari perspektif hukum memiliki nuansa kefpegan keperdataan, tapi
disisi yang lain mempunyai unsur-unsur kepentingaolik. Lahirnya Hukum
Perdata tidak terlepas dari kodrat manusia selmagkiluk sosial yang selalu
mengadakan hubungan antara satu dengan yang laindybungan
antarmanusia sudah tejadi sejak manusia dilahirkamgga akhirnya
meninggal dunia. “Menurut Abdoel Djamali, bahwantbulnya hubungan
antar manusia adalah kodrat dirinya, karena takdimanusia untuk hidup
bersama. Melaksanakan kodrat hidup sebagai pretedupan manusia yang
alamiah sejak dilahirkan sampai dengan wafatnyasd?r interaksi terjadi
semenjak manusia hiddpSelama manusia masih hidup, maka manusia itu

akan slalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarny

*> Beni Ahmad SaebanPerkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undanggipektif Figh
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Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga (tutamgga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mabka DBalam
pelaksanaan perkawinan di tengah masyarakat, dikeherapa istilah yang

menjadi model perkawinan yaittf :

1. Perkawinan Monogami : adalah perkawinan antaraasgolelaki dengan
seorang perempuan saja sebagai isterinya dan gepeaampuan dengan
seorang lelaki saja sebagai suaminya, tanpa adampean lain yang
menjadi madunya.

2. Perkawinan Poligami : adalah sebuah bentuk perkawtimana seorang
lelaki mempunyai beberapa orang isteri dalam wakty sama. Seorang
suami mungkin mempunyai dua isteri atau lebih psaat yang sama.
Perkawinan bentuk poligami ini merupakan lawan gaynogamy

3. Perkawinan Bigami : adalah bentuk perkawinan, demsgorang laki-laki
mengawini dua perempuan atau lebih dalam masa yamga dan
semuanya bersaudara.

4. Perkawinan Poliandri : adalah bentuk perkawinannatia seorang

perempuan mempunyai dua suami dalam waktu yangrneem.

Dua istilah model perkawinan di atas yaitu monogdam poligami,
diakui dan dibolehkan oleh hukum/perundang-undangiamndonesia dan
hukum Islam, Sementara istilah model perkawinaarigdan poliandri sama
sekali tidak dibenarkan. Beranjak dari model perkaw di atas maka
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawiselmenarnya
menganut asas monogami. Hal ini sesuai dengantkaterPasal 3 ayat (1)

dan poligami pasal 3 ayat (2).

Memperoleh izin dari isteri/isteri-isterinya ialdbahwa normalnya tiada
seorang isteripun yang suka dimadu, sehingga hiamada yang mau

Munakahat dan UU No0.1/1974 tentang Poligami danbRematikanya)Pustaka Setia,
Bandung, 2008, him. 79

*® http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_cam&view=article&id=201&Itemid
diakses 3 maret 2015
* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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memberikan izinnya tiada lain karena dalam keadatmpaksa dengan

pertimbangan- pertimbang4h.

a. latidak dapat mencari nafkah sendiri;

b. Karena usia yang sudah cukup tua, tidak ada hatagiaimtuk kawin lagi
dengan orang lain;

c. Tidak ingin pecahnya hubungan keluarga, déepentingan anak-
anaknya.

Pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suatok beristri
lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pahakpiyang bersangkutan.
Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor Huim&l974 tentang
Perkawinan tersebut di atas membuka kemungkinararsgosuami dapat
melakukan poligami apabila dikehendaki oleh is&#itama tentunya dengan
ijin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan lagdd macam agama yang
ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agantp ngalarang untuk
berpoligami dan ada agama yang membenarkan atalbohsrkan seorang
suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragdsiam harus
mendapat ijin dari pengadilan agama (Pasal 51 @jakKompilasi Hukum
Islam) dan yang beragama selain Islam harus mendapaari pengadilan
negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yanguliagan pengadilan yang

berkompeten untuk itu.

Suami yang ingin berpoligami harus terlebih dahukendapat ijin dari
pengadilan agama, jika tanpa ijin dari pengadilgan@a maka perkawinan
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabiteisseg suami bermaksud
untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajibngsukan permohonan
secara tertulis kepada Pengadilan. Pengadilan agamiadapat memberikan
ijin kepada suami untuk berpoligami apabila adaalayang tercantum sesuai
dengan persyaratan-persyaratan dalam Pasal 4 adyatUr(dang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: tetak dapat menjalankan

*® Soetojo Prawirihamidjojdp.Cit. him. 50
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kewajiban sebagai istri; Istri mendapat cacat bamtan penyakit yang tidak
dapat disembuhkan; Istri tidak dapat melahirkaniketan.

Ada pendapat yang mengatakan, Tidak wajib bagi sumla ingin
menikah dengan istri kedua harus ada keridhaarpesttama, tetapi termasuk
dari akhlak yang baik dan pergaulan yang harmomigkumenjadikan senang
hati istri pertama dengan cara meringankan bagihgkhal yang bisa
menyakitkan, yaitu dengan wajah yang berseri-seapan yang manis, dan
dengan hal-hal yang bisa memudahkan keadaan, ispperberian sejumlah
barang untuk mendapatkan ridhafyaveski demikian hendaknya seorang
suami jangan terlalu terburu-buru melakukan poligempa mengamati lebih
jauh siapa wanita yang ia nikahi agar tidak tetséaéam kesalahan yang fatal
dan dapat merusak kebahagiaan rumah tangganyan &sweang istri sangat
diperlukan dalam melindungi keutuhan keluarganyagda menjalankan
kewajibannya sebaik mungkin sehingga suami tidanderfikir melakukan
poligami. Sebab bagaimana pun juga poligami mengamtberbagai manfaat
yang tidak mungkin dipungkir® Secara konteks syaria suami tidaklah
dituntut untuk meminta izin dari istri yang pertasaat hendak menikah pada
kali yang kedua, ketiga maupun keempat. Namun mdarandalil al-istihsan
dan al-urf —kebiasaan/prilaku masyarakat- sertahfahat dan mafsadat, ada
baiknya suami mengabarkan kenginannya tersebuk ymiligami dan bila
memungkinkan meminta persetujuan istri yang pertardal tersebut
bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan rdamgga, baik dengan
istri yang pertama maupun dengan istri yang kegrdasip dasar dalam setiap
muamalah Islam termasuk pernikahan adalah menkapsashlahatan dan

menghindarkan segala mudharat serta menghindadamya pertikaian dan

“Abu  Abdirrahman Muhammad bin MunirFatwa-Fatwa Ulama Ahlus Sunnah seputar
Pernikahan(Terjemah kitab : Fatawa Al Jami’ah Lil Mar'atil Milimah. Bab Nikah Wathalaq),
Purwakerta . Qaulan Karima. 2005

*Dr. Nashir bin Sulaiman al-‘Umr, Mugawamatus Satadaz-Zaujiyyah (Sendi-sendi
kebahagiaan suami istri) terj. Kathur Suhardi, &3tk Pustaka al-Kautsar, 1995), cet.ke-5, him.
77
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permusuhan antara sesama muslim maupun musfinislam bertujuan agar
sesama muslim berhubungan baik dan menghindarlikg@ing dapat terjadi
dalam rumah tangga.

Ketentuan tentang poligami dan syarat-syarat yaibgritan tidak
hanya bersifat substansial tetapi juga syarat-syfaranal, poligami yang
melekat pada seorang suami yaitu terpenuhinya le@agiing telah ditetapkan

seperti®

1. Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaabati#s hanya sampai
empat isteri.

2. Syarat utaama beristeri lebih dari seorang, suamnishmampu berlaku
adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.

3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2ktrdungkin dipenuhi,

suami dilarang beristeri dari seorang.

Syarat ini adalah inti dari poligami, sebab damilah munculnya
ketidak sepakatan dalam hukum akan adanya poligaam. dipertegas pula
didalamnya bahwa apabila keadilan tidak dapat dipemaka seorang suami
dilarang berpoligami:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orargdhimendapat izin dari
Pengadilan Agama.

2. Pengajuan permohonan lIzin dimaksud pada ayat (dkutian menurut
pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.Viatian Pemeritah
No0.9 Tahun 1975.

3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri keduagleitau keempat tanpa

izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekutakum.

Dalam kepentingan suami dan istri yang berhubungaanya

pengajuan suami untuk melakukan poligami, maka gditen memeriksa

51

https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=0573822815542&id=236041046517220
diakses 5 maret 2015
> http://elgehady.blogspot.com/2011/12/berpoligamptizin-istri-pertama.html?m=1 diakses 5
maret 2015
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mengenai:

a. Ada atau tidak adanya kemampuan suamikuntenjamin keperluan
hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memerhatika
1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami;

2) Surat keterangan pajak penghasilan yditgndangani oleh
bendahara tempat bekerja; atau
3) Surat keterangan lain yang dapat diterirea 8lengadilan.

b. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akalaku adil terhadap
istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyatdan janji dari suami
yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Penjelasan diatas merupakan syarat-syarat formiglapd yang harus
dijalani seorang suami. Peraturan ini dibuat selb@@dndungan hukum bagi
pelaku poligami karena di Indonesia adalah negakaii sehingga segala
urusan hubungan manusia maka pelaksanaannya hketshdi oleh instansi

yang berwenang yaitu Pengadilan Agama (PA).

Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikaacara tertulis atau
dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujedulis, persetujuan ini
dipertegas dengan persetujuan lisan isteri padangidPengadilan Agama.
Persetujuan dimaksud tidak diperlukan bagi seosaagni apabila isteri atau
isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuga dan tidak dapat menjadi
pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kalzar isteri atau isteri-
isterinyasekurang-kurangnya 2 tahun atau karenabse@in yang perlu
mendapat penilaian HakimBeberapa syarat-syarat formal yang diperankan
seorang isteri sebagai respon terhadap suami yandak memadu dirinya
yang melibatkan instansi yang berwenang. Aturaraatini sebagai antisipasi
untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga setetsjalannya keluarga

poligami seperti:

> http://elgehady.blogspot.com/2011/12/berpoligamip&izin-istri-pertama.html?m=1 diakses 5
maret 2015
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Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuaam @ermohonan
izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdksaratas salah satu alasan,
Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pembézian setelah
memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutanpeatsidangan
Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini i idggrat mengajukan
banding atau kasasi.

Sesuai dengan pasal 9 Undang-undang Perkawinaangeygang terikat
tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kalagi kecuali dalam hal
yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasaldardpundang im?Ketika
sang suami melakukan poligami tanpa memenuhi pettsya yang telah
ditentukan dalam Undang-undang perkawinan sepeiti dari sang istri,
maka sang istri dapat melakukan permohonan peafabatperkawinan.
Dalam pasal 24 Undang-undang nomor 1 tahun 19ithmg perkawinan
berbunyi: Barangsiapa karena perkawinan masih ateridlirinya dengan
salah satu dari kedua belah pihak dan atas das#n e@danya perkawinan
dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baamngad tidak
mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan pasaldandg-undang Undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Tetapi tidak semuanya permohonan pembatalan pemkawdapat
dikabulkan oleh hakim, hal ini dikarenakan hakimnmpenyai pendapat
sendiri untuk tidak mengabulkan permohonan tersebsdlah satu
pertimbangan hakim karena adanya unsur ingin mignhiéirta milik suami.
Bila didasari atas hal tersebut maka istri kedwsa bhengalami kerugian,
padahal istri kedua tidak tahu bahwa suaminya séanmemalsukan identitas
untuk menutupi telah memiliki istri.

Terkait persetujuan atau izin dari istri atau iistri terhadap
suami untuk melakukan poligami mempunyai pengeanalBerdasarkan
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 5 ayapd@etujuan atau izin

yang dimaksud tidak diperlukan lagi oleh suami @pabang istri tidak

** Martiman Prodjohamidjojddukum Perkawinan Indonesi€etakan Pertama Jakarta, 2002, him.
20


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

48

dimungkinkan untuk dimintai persetujuannya dan Kiddapat menjadi
pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar ddri selama sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun atau sebab lainnya yang pegndapat penilaian
Hakim.

Akibat dari perkawinan poligami tanpa persetujustmi iadalah tidak
sah, tidak tercatat dalam undang-undang perkavakdratnya tidak memiliki
kekuatan hukum yang mengikat terkecuali oleh pamgen yang tersebut
diatas terlebih ketika poligami terjadi dan yangshegkutan memililiki anak
contoh kasus anak Machica hasil perkawinan dengaegrdibno.

Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasat (2) UU
No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak untuk na¢as hak asasi warga
negara. Tetapi, justru untuk melindungi warga negaalam membangun
keluarga dan memberikan kepastian hukum terhad&pshami, istri, dan
anak-anaknya.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpukmaa:

1. Syarat-syarat poligami dalam Undang-undang nomotalun 1974
tentang Perkawinan telah memberikan perlindungdmatap hak istri.
Suami yang ingin berpoligami wajib memenuhi ketantpasal 5 ayat (1)
Undang-undang Perkawinan yaitu:

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
Persetujuan ini dapat berupa pernyataan hitam Sdiptdih atau
tertulis. Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Ndalun 1975
memberikan penjelasan bahwa seorang suami yang aksuch
untuk mengambil istri baru atau berpoligami, makiavagibkan
memohon ijin tertulis dari pengadilafengadilan akan meneliti
terkait alasan pemohon yakni sang suami untuk mkéak poligami
telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pekawdan
untuk memastikan bahwa sang suami telah melakukianpoligami
secara lisan maka istri atau para istri harus mangu ijin
didepan pengadilan. Terkgiersetujuan atau ijin secara lisan dari
sang istri diperjelas dalam PagHl huruf b Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi: Ada atau tidakpgrsetujuan
dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertudigabila persetujuan
lisan maka harus diucapkan di depan Pengadilan.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kegerlu
keperluan hidup istri- istri dan anak-anak mereka.
Untuk menentukan secara konkrit terkait jaminan ngya pasti
adalah sulit, hakim diharuskan mengukur secargktb dari
jumlah kekayaan saat permohonan diajukan. Juml&ayken ini
dapat berupa surat keterangan penghasilan sugang

ditandatangani oleh kantor tempat suami bekerjeat sketerangan

49
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pajak pengahasilan atau surat-surat lain yang ddpergunakan
sebagai pertimbangan oleh Pengadildadi kepastian yang
diamksud dalam ketentuan Undang-undang nomor intel®74
tentang Perkawinan adalah penilaian Hakim berdasakekayaan
yang ada pada saat permohonan diajukan, bukan tkepagsng
bersifat absolut.
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil texbadtri-istri
dan anak-anak mereka.
Terkait menentukan jaminan bahwa sang suami berlaKil
terhadap istri-istri dan anak-anak mereka jsgéit, Hakim harus
bisa memastikan layak atau tidak seorang suamikunmtembuat
surat pernyataan untuk berlaku adil terhadatri-istri dan
anak-anak mereka, karena suami yang ingkar janfi tdak
konsekuen dapat dilakukan penuntutuan ke Pengadilan
2. Akibat hukum dari perkawinan poligami yang tidak ndapat ijin dari
istri pertama adalah tidak sah. Perkawinan yangktisah sudah tentu
tidak dapat dicatat dalam undang-undang perkawindkibatnya
perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukuming mengikat
terhadap para pihak yang melaksanakan perkawindigapo tanpa
memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) undang-undariggapwinan. Oleh
karena itu, bagi suami yang ingin poligami benaraseharus melalui

ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tepka@winan.

4.2 Saran
Beberapa saran terkait hal yang harus menjadi pi@nhdalam poligami

di Indonesia:

1. Suami yang ingin berpoligami hendaknya memenuhiradysyarat
poligami yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) ngdadang
perkawinan. Jika suami tidak mampu memenuhi syaoéigami yang
tercantum dalam undang-undang perkawinan sebaikagia melakukan

poligami.
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2. Sebaiknya bagi seorang perempuan yang ingin meisfaidkedua, ketiga
atau keempat berfikir kembali untuk melaksanakarkgweinan dengan

suami orang lain.
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PRESICEM
REPUEBRLIK INEGOMESLA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum
nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua
warga negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang
Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB |
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2

(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai
seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari
seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut
dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan
kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang
suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup
isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-
anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi
seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan
tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya
selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang
perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB I
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6
(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh
satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal
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ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu
menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu
untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang
memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan
lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan
kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),
(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan
pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan
melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin
setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4)
pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan
tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi
kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria
maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua
tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal
permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara
seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan
bibi/paman susuan;

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri,
dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
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f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang
kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi,
kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai
lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan
lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang
bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11
(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan
tersendiri.

BAB Il
PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal I3

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus
keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon
mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya
perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan,
sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi
calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti
tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua
belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan
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yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-
undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12
Undang-undang ini tidak dipenuhi.

(2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur
lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana
perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai
pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan
perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan
menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.
Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu
melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan
dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini
meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut
ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan
perkawinan.

(2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan
perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan
tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada
pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan
penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat
keterangan penolakan tersebut diatas.
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(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan
ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan,
agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan
penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi
pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV
BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan.

Pasal 23
Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;

b. Suami atau isteri;

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang
yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut,
tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua
belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan
perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4
Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum
dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau
isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak
berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2
(dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis
keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1)
pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat
memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang
tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.
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Pasal 27

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan
apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan
apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri
suami atau isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari
keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup
sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan
permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama,
bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka
memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan
mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan
bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat
perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak
ketiga tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum,
agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila
dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak
merugikan pihak ketiga.
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BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang
menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32
(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh
suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi
bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan
gugutan kepada Pengadilan.

BAB VI
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-
masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
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Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua
belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya
masing-masing.

BAB VIl
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38
Perkawinan dapat putus karena :
a. kematian,
b. perceraian dan
c. atas keputusan Pengadilan.
Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan
tersendiri.

Pasal 40
(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan
perundangan tersendiri.

Pasal 41
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang
diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi
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kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya
tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX
KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang
sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya,
bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat
daripada perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak
yang berkepentingan.

;BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu
kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan
antara kedua orang tua putus.

Pasal 46
(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan
keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.
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Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka
tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan
diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang
tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum
pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu
menghendakinya.

Pasal 49

(1) salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang
anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain,
keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa
atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. la berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk
memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB Xl
PERWALIAN

Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua,
berada dibawah kekuasaan wali.

(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.
Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua,
sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua)
orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang
sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya
sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
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(4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya
pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta
benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah
perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52
Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.
Pasal 53

(1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49
Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah
kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan
Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB Xl
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama
Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik,
yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat
mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan
pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat
kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan
mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perkawinan diluar Indonesia

Pasal 56

(1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara
Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah
sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan
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itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-
ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat
bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat
tinggal mereka.

Bagian Ketiga
Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah
perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,
karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan
Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan
campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suamif/isterinya dan dapat pula
kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam
Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya
perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun
mengenai hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-
undang Perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-
syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-
masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan
karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka
oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing
berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat
telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu,
maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan
dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah
penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu
menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
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(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan
lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah
keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih
dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan
pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini
dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui
bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1)
Undang-undang ini.

Bagian Keempat
Pengadilan

Pasal 63
(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :

a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

(2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang
terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan
lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama
maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-
ketentuan berikut:

a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan
anaknya;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang
telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;

c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak
perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut
Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat
(1) pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan
berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen
Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de
gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur
tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang
pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM:

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-
undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan
memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah
berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara
dan berbagai daerah seperti berikut :

a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama
yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;

b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;

c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks
Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);

d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku
ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit
perubahan;

e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan
Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;

f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang
disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka
Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang
terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain fihak
harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa
ini. Undang undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan
ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Keper- cayaannya itu dari yang
bersangkutan.

4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai
perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah
disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang- undang ini adalah sebagai
berikut:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu
suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan
material.

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.itu; dan
disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-
peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang
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dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam
pencatatan.

c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang
bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang
suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami
dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihak yang
bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan
diputuskan oleh Pengadilan.

d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak
jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan
tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan
yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami
isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan
dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lobih rendah bagi
seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung
dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria
maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas)
tahun bagi wanita.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan
sejahtera, maka undang- undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya
perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang
Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik
dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan
demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama
oleh suami-isteri.

5. Untuk menjamin kepastian hukurri, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang
berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang
dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai
sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan
yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah
Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali
dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang
penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang
pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan
kewajiban orang tua.

Pasal 2

Dengan perurnusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum
rnasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang
Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukurn masing-masing agamanya dan
kepereayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi
golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak
ditentukan lain dalam Undang- undang ini.

Pasal 3

1. Undang-undang ini menganut asas monogami.

2. Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut
dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan
hukum perkawinan dari salon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4
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Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

1. Oleh karena perkawinan mernpunyai rnaksud agar suami dan isteri dapat membentuk
keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka
perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan
tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti
mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang
sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.
2. Cukup jelas.

3. Cukup jelas.

4. Cukup jelas.

5. Cukup jelas.

6. Cukup jelas.

Pasal 7

1. Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas
umur untuk perkawinan.

2. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur
tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan
Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

3. Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk
keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu
perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga
suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana
menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
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Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak.
Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan Putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya
masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing; ialah hukum agama, hukum adat
dan hukum lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

1. Cukup jelas.

2. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pereeraian adalah :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin
pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang libel
berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak inelakukan kekeiaman atau penganiayaan berat yang
mernbahayakan terhadap pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

3. Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai
wali-nikah.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.
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Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

	Untitled-1
	Untitled-2
	Untitled-3
	Untitled-4
	MIFTAHUL ARIFIN

